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ABSTRAK 

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh sistem pengendalian intern (SPI), 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pemerintah 

daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota/kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Anggaran 2022 yang  terdapat  di  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester, dengan 

pemilihan sampel menggunakan  metode purposive sampling.  Variabel  independen  

penelitian  ini  adalah  Sistem  Pengendalian Intern  dan  Kepatuhan Terhadap Peraturan 

Perundang-undangan.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  Opini  Audit 

Pemerintah Daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif dan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pemerintah 

daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, berpengaruh positif signifikan 

terhadap penentuan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang 

diterbitkan oleh BPK. 

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan, Opini Audit Pemerintah Daerah 

ABSTRACT 

This research aims to examine the effect of the internal control system (SPI), and 

compliance with laws and regulations on local government audit opinion. The sample 

in this study is the BPK Audit Report on the Financial Statements of the City / Regency 

of South Sulawesi Province for the 2022 fiscal year contained in the Semester Audit 

Results Overview, with sample selection using purposive sampling method.  The 

independent variables in this study are the Internal Control System and Compliance 

with Laws and Regulations.  The dependent variable in this study is the Local 

Government Audit Opinion. The data analysis technique in this study uses descriptive 

statistics and multiple regression to determine the effect of the internal control system 

and compliance with laws and regulations on local government audit opinion. The 

results showed that the internal control system and non-compliance with laws and 

regulations have a significant positive effect on the determination of audit opinion on 

local government financial statements issued by BPK. 

Keywords: Internal control cystem, compliance with laws and regulations, local 

government audit opinion 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang 

berlandaskan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Pelaksanaan keuangan yang dilakukan Pemerintahan Daerah harus 

mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, 

efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab. Sehingga untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah wajib 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan. 

Pemerintah daerah diharuskan menyusun laporan keuangan yang berdasarkan pada 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 24 Tahun 2005 dan seiring perkembangannya diperbaharui menjadi PP Nomor 

71 Tahun 2010. Selain mengacu pada SAP, untuk menyusun sistem akuntansi pada 

pemerintah daerah, kepala daerah juga merujuk pada peraturan daerah dan ketentuan 

peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 58 

Tahun 2005. Selain itu, kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah juga memiliki 

tugas menyusun kebijakan umum APBD yang merujuk pada pedoman penyusunan 

APBD yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui setiap 

tahun. 

Pengelolaan keuangan negara atau daerah telah banyak melakukan perubahan 

regulasi dari masa ke masa. Salah satu perubahan tersebut ialah upaya pemerintah untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut 

Auditya (2013), pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila daerah 

tersebut mampu mengelola keuangan daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan 

kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 pasal 31 mengungkapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan 

memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat audit dari BPK Republik 

Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Opini (TMP). 

Pada tahun 2022, sebanyak 2 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mendapatkan opini 

WDP dan yang mendapatkan opini WTP sebanyak 22. 

Semakin wajar laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat opini laporan 

keuangan yang diterima. Jika tingkat kewajaran tinggi maka kemungkinan opini audit 

yang didapatkan pemerintah menjadi semakin baik. Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 

Ayat 1 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang 

mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Melalui pernyataan tersebut bisa 

disimpulkan bahwa baik atau tidaknya suatu opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh 

efektif atau tidaknya SPI di suatu pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah 

patuh atau tidak terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan 

kegiatannya. 

Merujuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan kelemahan sistem 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan 

mendapatkan hasil yang inkonsistensi. Putri, Suarthana, & Edi (2021), Afwan & 

Nurwulan (2019), Hamidayanti & Wardani (2019) mendapatkan hasil bahwa temuan 

kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan 

pemerintah daerah. Sedangkan penelitian dari Safitri & Darsono (2014) dan Hartanto 

(2017) mendapatkan hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian dari Irman & Suryati (2017), Rosadi, Siyamto, & Aisyiah (2017), Putri et 

al., (2021), Afwan & Nurwulan (2019), Bangsawan & Abbas (2021) mendapatkan hasil 

bahwa ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Hamidayanti & Wardani (2019) dan 

Kusumawati & Ratmono (2017) menunjukkan hasil bahwa temuan ketidakpatuhan pada 

peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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Peningkatan  atau penurunan tingkat opini juga belum banyak mendapat perhatian 

khusus terutama dari segi pengembangan keilmuan terkait pengaruhnya dari kelemahan 

SPI maupun level kepatuhan peraturan perundang-undangan. Kawedar (2010) dalam 

penelitiannya berkesimpulan bahwa salah satu penyebab penurunan opini audit di 

Kabupaten PWJ adalah karena meningkatnya kasus terkait kelemahan SPI. Selanjutnya 

Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan peneltiannya menyatakan bahwa 

terdapat tiga hal yang menyebabkan perbedaan opini Pemeriksaan BPK atas LKPD 

Kabupaten EL yaitu karena adanya ketidaksesuaian tiga unsur pemeriksaan yaitu 

efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang ditunjukkan 

dengan adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atas faktor-faktor 

yang mempengaruhi opini audit pemerintah daerah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan analisis tentang seberapa besar pengaruh kelemahan sistem pengendalian 

intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit yang 

diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pada pemerintah daerah di 

provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui 

apakah kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-

undangan berpengaruh yang signifikan terhadap opini audit.  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 

konsep efektivitas SPI dan level kepatuhan peraturan perundang-undangan dari sudut 

pandang kuantitatif sebagai pertimbangan dalam menetukan opini hasil pemeriksaan 

atas laporan keuangan pemerintah daerah dan bermanfaat dalam pengembangan 

kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan Sulawesi Selatan khususnya mengenai 

masalah kelemhan SPI dan level entitas atas kepatuhan entitas terhadap peraturan 

perundanf-undangan dalam proses perumusan opini pada  laporan hasil pemeriksaan 

BPK sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan BPK.  
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